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BUPATI EATINGAN
PROVINS] KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR %k TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

Menimbang | & bahwa untuk melaksanaken ketentuan Pasal |1,
Pasal 12, Pnsal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nemeor |
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerzh, dipandang perlu  mengatur  petunjuk
pelaksanaannys;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huraf a  perle  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Kabupaten Katingan,

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembeniukan  Kebupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten  Sukemara, Kabupaten
Lamandau, Kaupalen Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barite Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomaor 18, Tambahan Lembsran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4180);

2. Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 5234) sebagaimana telah bebernpa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 ientang Perubshan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomar 143, Tambahan Lembaran Negarm Republik
Indonesia Nomor 6801);

ds



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587),
schagiimana felah beberspa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik: indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856];

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antars Pemerintah Pusat dan
intahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Dacrah  dan
Retribusi Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesin Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Ralkyat Nomer | Tahun 202]1 tentang Kriteria
Masyaraiat Berpenghamilan  Rendah  dan
Persyaratan  Kemudahan  Pembangunan  dan
Perolehan Rumah (Benta Negara Republk Indonesla
Tahun 2021 Nomor 44},

7. Peruturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor |
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Deerah Kabupaten Katingan
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 93);

8. Persturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serts Tuta Herju Badan Pendapatan Dacruh
Kabupaten Kaungan (Benita Daernh Kabupaten
Ratingan Tahun 2022 Nomor 654),

MEMUTUBKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN BEA PERCLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN KATINGAN. "’

tkn:.
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BARB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati im, yang dimaksud dengun

1. Daernh ndalah Knbupaten Katingan,

2. Kepala Daerah, yang selanjuinya disebut Bupati arlalah Bupati Katingan.

3 Pemerntali Daerah adalah Bupatl beserta Perangkat Daerah sebagi
unsur penyelenggarn Pemerintah Kabupaten Katingsn.

4, Perangkat Daerah, yang. selanjitnya disingkat PD adalah Perangkat

Dacreh pada Pemerintah Dacrah yang membidang pengelolaan pajok

dacrah.

Badan Pendapatan Daeruh, yang selanjutnya discbut Bapenda adelah

Radan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingun,

6 Kepala Badan Pendapatan Daeerah, yung selanjuinya discbur Kepala
Batlan adalsh Kepals Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan

7. Unit Pelaksana Teknis Badan, vang selanjutnys distngkat UPTB adalah
Unit Pelaksans Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.

R Preiabat adalah Pegawai vang diberi tugns tertentu di bidang Pajak Daeran
sesual dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku

5. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan
Pendapatan Decrah Kabupaten Katingan yang ditunjuk  unfuk
menerima dan mencatnt pembavaran pajak vang disstor oleh wajb
pajuk atau perianggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah,

10. Kas Dacrah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang
diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah
Kabupsten Katingan tempat penvimpanan ueang daerah vang ditenrukan
oleh Bupati untak menampung seluruh penerimaan Dasrah dan
membayar selurah pengeluaran Daerah.

11. Pajuk Daerah, j’:ﬂil} selanjutnya disebut Pejek adaleh kontribus: wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan  Undang-Undang, dengan tdak
mendapatian imbalan secara lungsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarmyn kemakmuran rakyat,

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badnn yang dapat dikena pajak,

13. Wajib Pajak adalah orang pribadl atau badan, meliput pembayar Pajak,
pemotong Pajak, den pemungut Pajak, yang mempunyni hak dan kewsjiban
perpajakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

18, Penanggung Palak adalah orang pribadi atau badian yvang bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak, termosuk wakil yang menjalankan hak
dan memenuhl kewaliban Wojib Pajuk menurut ketentuan peraturun
perundang-undangan perpajakan,

I5. Badan wdalah sekumpulan orang dan/aty modal yang merupakan
kesatuan, bailk yung melakukan usaha yang meliputl Perseroan
Terbatas, Perseroan Komaditer, Perseroan lainnya, BUMN dengsn nsma
dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasl Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politk, atau orgonisasi lainnys, lembaga dan bentuk badan
fainnya termasuk kontrak investasi kolcktif, dun bentuk usahs tetap. v
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16, Bea Peroleban Hak ‘atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTE adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang di bidang pertanahen dan bangunan.

18, Perolehan hok atas tanah dan/atsu bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum vang mengakibatkan diperolehnva hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

19 Bangunan adalah konstrukss teknik yang ditanam atau dilelatian
secara tetap pada tenah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

20, Aleta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adaiah dolkumen
legal penetapan pemindahan hak ates tansh dan/atsu banguoan dari
satu pihak ke pihak lain,

21. Dokumen terkalt Perolehan Hak atas Tanah dar /atay Bangunan adalah
dokumen vang menyatakan telah ferjadinye pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atay bangunan yang dapat berupa Surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat warls dan lain-lain
vang memiliki kekuatan hukum,

22, Jual beli adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh pembel]
dir penjual yung terjudi melalui trunsaksi jual bell, di mana atas
pervlehan tersebut pembel menyerahlan sejumiah uang kepada penjual.

23. Tukar Menukar edalah perolehan hak atas tansh dan/atau bangunan
yang ditenima oleh seseorang atau sustu badan dan pihak lain dan
schagai ganlings orang atau badan tersebut memberikan tanah
dan/atau bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai
pengganti tanah dan/atau bangunan yang diterimanya,

24, Hibah adalah perolehan hak atas tapah dan/atau bangunarn yang
diperoleh oleh seseorang penerima hibeh yang berasal dar pemberi
hibah pada sant pemben hibah masih hidup.

25 Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai
pemberian hak atas tansh dan/atau bangunan kepada erang pribadi
atau badan hulkdam tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat
meninggal dunia.

26. Weris adalah perolehan hak atas tansh dan banginan oleh ahli waris
dari pewaris (pemilik tanah danjatau bangunan) yang berlaku setelah
pewaris meninggal dunis

27, Pemasukan dalam Perseroin atau Badan Hukum lainnya adalah
pengalihan hak atas tansh dan/stau bangunan dard orang pribadi atay
badan kepada Perseroran Terbatas atau badan hukum lainnya sehagai
penyertaan modal pade Perseroan Terbatas atau badan hukum lsinnys
tersehut,

28. Perusahan Hak yang Mengakibatkan Peralihan adafah pemindahan
sehagil hak bersams atns tanah dan/ateu bangunan oleh orang pribadi
atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

29 Penunjukan Pembeli dalam Lelang adalah penetapan pemenang oleh

pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang,

[
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A0, Pelaksanaan Punisan Halaom yang Telah Mempunym Kelcuatan Hulkum
Tetap adulah perolehan hak selugni pelaksanaan dar putusan hakim yang
telah mempunyn keleuatan hukaom yang tetap terjadi dengan pernbhan hok
dani orung pribadi steu badan bukum schiga) plhak yang semuln memilik
muatiy tanah dan bangenon kepada plhak lein vang ditentukan dalam
putusan hakim menjadi permilik bary tanah dan bangunan tersebut

31 Pengaabungan Usaha ndaloh penggabungan darl dus badan usaha atau
lebih dengan cara tetap mempertahanken berdirinys salah satu badan
usaha dan melikuicasi bndnn usahn lnnnya yang menggabung,

32, Peleburan Usahu sdalah penggabungan dar dua atau lebih badan
usaha dengan cars mendirikan badan usaha baru dan melikuldisi
badan-badin usaha yang bergalning teraebut,

A3, Pemekaran Usaha adaluh pemisahan suatu badan usahe menjodl dus
badan usaha atou lebih dengan cars mendirikan badan usaha baru dan
mengalihkan schagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru
tersebut yang dﬂﬂl{"ﬂkﬁﬁ tanpa melikuidasi bedan usaha yang lama

34 Hadiah adalzh susty perbuatsn hukum berupa penyerahan atas tanah
dan/aton bangunan vang dilakuksn oleh orang pribadi atau badan
hukum kepada penerimi.

35. Pemberian Hak Bami karena Kelanjutan Pelepasan Hak adabsh
pembenian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum darn
Negara atns tanah yang berasal dari pelepasan hak

36. Pemberian Hak Baru di luar Pelepasan Hak adalah pemberian hak haru
atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dan Negars atau
dari pemegang hak milik menurut Peraturan Perundang-Undangan.

37 Hak Milik adalah hak turun menurun, terkuat, dan terpenuh yvang
dapat dipunyni orang pribadi atsu badan-badan hukum tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah,

38.Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tansh yvang
dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka wakiu sebapaimana vang
ditentukan oleh perundang-undangan.

39 Hak Cuna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunym
bangunan-bangunun atas tanah vang buken miliknys sendin dengan
jangka waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

40. Hek Pakal adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasal langsung oleh Negara atau tanah milik orang
lnin, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dengan
Heputusan pemberiannys oleh pejabat yang berwenung dan kewajiban
vang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
berwenang memberikannys atay dalam perjanjlan dengan pemillik
tanahnyd, vang buken perjanjian sews menyewn atau perjanjian
pengolabian tanah, segals sesunty sepanjang tidak bertentangan dengan
jiwn dan Peratiuran Perundang-Undangan,

41 Hak Pengelolean adalah hak mengunsal darl Negara yung berwenang
peinksanuunnyn  sebagian  dilimpabikan kepudn  pemegang haknyu,
antars fwn berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah,
PENEEUnAan tanah uniuk keperiuan peluksansan (ugasnyu, penyeraban
bagan-bagian dari wanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau }1_,

bekens sama dengan pihok ketiga. t
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42, Hak Milik aias Satuan Rumak Susun adilah hak milik atas satunn yang
bersifat perseorangan dan terpiseh. Hak milik atas satuan rumah susun
meliputi jugs hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah
bersams vang semuanys merupakan satu  kesatuan yang tidak
terpisatikan dengan saruan yvang bersanghutan

43, Nomor Pokok Wajib Pajuk Dacrah, yang selanjutnya disingkat NFWPD
adalah nomer vang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagal tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewaiiban perpajakan dacrahnya,

44, Nomot Objek Pajak Daernh, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah
nomer identitas objek pajak scbagai sarana  dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

45 Nomor Objek Pajak, yang selanjutnye disingkat NOP adalah Nomor
Identifikisl Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyn
karakteristik unik, permanen dan stindar dengan satuan blok dalam
satu wilayah sdministrasi pemerintah desa/kelurahan yang berlaku
secars nasional

46, Milal Jual Objek Pajak, vang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rala vang diperoleh dari trunsaksi jual beli yang terjadi secara
wajar, dan hilamaria tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan
melalui perbandingan harga dengan objek lain vang sejenis, atau ailw
perolehan baru, atau NJOP penggant,

47 Nilai Perolehan Objek Pujuk Tidak Kena Pajuk, yang selanjutnya
disingkat NPOPTKP adalah besaran nilal yang merupakan batas
tertingg nilai /hargs objek pajak yang tidak dikenakan pajak.

48 Nilai Perolehan Objek Paiak, yang selanjutnys disingkat NPOP adalab
besaran nilai/hargs objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar
pengenaan pajlk

49, Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
sesual dengan kefentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajekan
Daerah,

50. Tahun Pajak ncdalah jungka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali apabila Wajib Pajuk menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender

51, Bank Tempat Pembayaran, yang selanjutnva disebut Bank adalah Bank
yang ditunjuk oleh Bupat: atau pejabat untuk menerima pembayaran
BPHTH terutang dari Wailb Pajuk.

52 Pemungutsn adalsh  sustu  rangkalan  keglatan  mulal  dar
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnyu Pajuk
vang terutang sampal kegintan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak
SELA PENEEWARAT Penyelorannya.

33. Surnt Pemberitnhusn Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkst SFTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajek digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atauy pembayaran pajuk, objek pajuk dan/atau
bukan objck pajak, dan/atay harta dan kewnjiban sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

j
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54. Surat Setoran Pamk Daersh, yang sclanpitnya disingkat S5PD adalah
bukti pembayaran, itau penyetoran pajak BPHTB yang telah dilakukan
dengan menggunukan formulic atau telah dilakulan dengan cara lnin ke
kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupat

55, Surat Ketetapan Pajek Daerah Kumng Bayar, yang selanjuinya
disingkat SKPDKB adalah surat kelelapan pajak yang menentukan
besarnya fumlah pokok pajak, jumlah kredit pajuk, juminh kekurangan
pembayaran polkok pajak, besarnyn sanksi adminstratif, dan jumlah
paiak vang masih harus dibayar

56, Surai  Ketetapan  Pajak  Daerah  Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPORAT adalah suratl ketetapan pajak yvang
menentukan tambabian atas juminh pajak yang ditetapkan,

57, Surat Ketetupan Pajak Daerah Nihil, yang selanjuinya disingkat SKEPDN
adaleh sural ketetapan pajak BPHTE yang mienentukan jumlah pokok
pajak sama besarnyn dengun jumlah kredit pajak atau pajak tdak
terutang den tidak ada kredit pajak.

58. Bural Ketetmpan Pajak Decrah Lebih Bayar, vang selanjutnya disingiat
SKFDLE adalah surat ketetapan pajpk yang menentukan jumlsh
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebib besar
daripads pajak yeng terulang atau seharusnya dibayar.

59. Surat Tagthan Pajak Daerah, vang selanjutnya disingkat STPD adalah
surat unfuk melakukan tegihan pejak dan/stou sanksi administratif
berupa bungn dan/atag denda

60, Burat  Keputusan Pembetulan  adalsh  surat  keputusan  vang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung danfatau kekeliruan
dalam penerapan ketentuan tertentuy dalam peraturan perundang-
undangan  perpajaken daerah  yang terdapat dalam  Surat
Pemberitabuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pejak Dacrah
Kurang Hayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Dgerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberntan.

6l. Surat Keputussn Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surar Ketetapan Pajak Deerah Kurang Bavar, Surat Ketetapan
Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,
Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayer, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihok ketiga yang diajuksn oleh Wajib Pajak.

G2. Pemenksaan adalah serangkioion kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan
profesional berdasarkan sustu standar pemeriksann untuk menguji
kepatuban pemenuban kewajiban perpajakan deerah dan/atau untuk
tujuan lain  dalam  rangks  melaksanakan  ketentuan  Persturun
Perundangan-Undangun perpajakan dasrah,

6.3. Penagihan edalah  seranglainn tindakan agar Penanggung Pajuk
melunasi utang Pajak den biays Penagihan Pajak dengan menegur atuu
memperingatkan, melaksanaken Penagihan scketika dan sekaligus,
memberitahukan | surat  pakss,  mengusulkan  pencegahan,
melaksanakan penyitann, melaksanakan penyanderaan, dan menjual
barang vang telah disita.
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64, Penagihan Seketika dan Seknligus adalah tindakin penugihan pajak
yang dilaksanukan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajok tanpa
menunggy tanggal jatub tempo pembayaran yang meliputi seluruh
utang Pajok dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

65 Utang Pajak adalah Pajuk yang masih harus dibavar (ermasuk sanksi
adminstratil berupa bunga, denda, dan/atau kenalkan yang tercantum
dalam surst ketetapan Pajuk atsu surat séjenisnya  berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

66, Surat Tegurun -adslah surat yang diterintkan oleh Pemabat untuk
menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

7. Surat Paksa adaluh surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

58, Jurusita Pajak adulah pelaksana tndalmn Penagthan Pajak yang
meliputi Penagihan Seketikn dan Sekaligus, pemberithuan Surat
Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

B9. Putusan Banding adalah keputusan badan peradilan patak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yvang diajukan oleh Wajib Pajak.
70. Angguran Pendapetan dan Belanja Dasrah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan Peraturan Deerah

¥1.5urat Perintah Pemeriksaan Pajak Daernh selanjuinya disingkat SP2PD
adalab  surat perintah  pemeriksann dar Perangkat Daerah yang
melaksanaloan fungs: penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah
bidang keuangan pemeriksa atau Tim Pemeriksa dalam hal pengajuan
keberatan Pojak Daerah atau terdapat indikasi kewajiban pajak dacrah
yung tidak dipenuhl.

72, Dokumen Alas Hak atas Tanah adalah dokumen yang dijadilan schagnl
alat pembuktian serta sehaga: bukt awal penguasaan tanah.

Pasal 2

Tuta Cara Pemungutan BPHTB meliput
i Objek, Subjek, dan Wagb Pejak
b, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan Pajak, Ketentuan Penetapan
Pajak Terutung, dan Wilayah Pemungutan BPHTE;
Pendaftaran,
Pembayaran;
Pelaporan;
Penelitian SSPD:;
Pemeriksaan;
. Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;
Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan;
Penagihan Pajak:
. Reberatan dan Banding;
CGugatan Pajuk;
. Pemberian Imbalan Burgs;
- Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTE dan Imbalan
Bungn, dan
Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan P(

PRrES om0 QA

Piutang,

[
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BAB T
AFHTE

Bagian Keaatu
Dbjek, Subjek, dan Wajih Pajak
Pasal 1

(1) Ohyjek BFHTR adalah Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan
(2] Perolehan Huk ntas Tanah dan/atau Bangunan sebaguimana dimaicsud
poda aynt (1) melipiati]
a Pemindahan hak karena:
Jual beli
Tukar-menukar,
Hilanh;
Hibalh wasal,
Warts;
Pemasukan dalam perseroan atau badan hulum lain;
Pernisahan hak vang mengakibatkan peralihan,
Penurjukan pembel dalam lelang;
Pelaksanaan putusan halkim yieng mermpuryal kekistan hukom fetag
ID Pengeabungan usaha;
11. Peleburan ussha;
i2. Pomeknran usaha; atau
13 Hadiah
b. Pemberian hak baru karena.
L. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. Diluar pelepasan hak.
|3 Hak atas Tanah dan/atau Bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
2 Hak milik;

- - . R Sy g

l: Hak milik ata.s satuan rumah susun; dan
{. Hak pengelolaan,

|4} Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan /atsu Bangunan :

4 Untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintuh Duerah, penyelenggars
negara dan lemoega negara lainnya vang dicatat sebagal barang milik
negars atau baring milik Daerah;

b Oleh negarn untuk ptny:knmamm pemerintahan dan/atau unruk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umumny;

e. Untuk badan atou perwakilan lembaga internasional dengan syarat
Udak memaiankan usaha stay melakulen kegintan lnin di Do
fungs: dan tgas badan atsu perwakilan lembaga tersebut yang
dimtur dengan peratlrun menteri yang menyelenggarakan wrusan
pemenntaban di bideng keuangan negara

d Oleh orang pribedi stau Badan karena konvers! hak atau karena
perbuntan huboum lain deagan tdak adanya peribahan nams;

¢. Oleh orang pribudi atau Badan karena wakaf,

I Umuk perwakilan diplomatik dan  koosulat  berdusarkan  asas
perladuun Umbal balik;

g Oleh orung pribadi atu Badan yang digunakun untuk kKepentingsn
Ibadah; dan

b, Untuk masyarakul berpenghasilon rendah sesual dengan kelentuan
peraturan perundeng-undangan.

F

fes




1) -

(5) Pengecunlian objek BPFHTHE  bag masynrakal berpenghasilan rt_r!ttlh
sebagaimana dimakeud pada ayat (4) hurud b yaitu untulk kepemilikan
rumah pertama dengan Kriteria tertentu yang ditetapkan  dengan

keputusan Kepala Dacrah

Fanal 4

|1} Subjek Pajak APHTI sdalih orang pribadi atat Badan yang memperoleh
Hak stas Tanah dan/atau Bangunan.

(2} Wajit Pajak BPHTB adalah orang pribadi ateu badan yang memperojen
Hak atax Tanah dan/atau Banganan

Haglan Kedua
Dasar Pengennan, Tarl, Carn Penghitungan Pajak,
Keteniuan Penetapan Pajak Terutang
dan Wilayah Pemunguian BFHTH
Pasal 5

(1) Dasar pengenaan BPHTH adalah nilal peroleban objek pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak sehagaimana dimaksud pads wyst (1)
ditetapkan sebugei bertkut :

8. Harga transaksi untuk jual beli;

b Nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lannya, pemisahan
hak yang mengakibatkan peralihan, peralhan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang mempunysi kekustan huokom
tetap, pemberian hak bary atss tanah sebagai kelanjutan dar
pelepasin hak, pemberinn hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
pengeabungan usaha, peleburan usaha, pemeksran useha, dan
hadish; dan

c. Harpn transaksi yang tercantum dalam rsalah lelang unfuk
penunjukan pembeli dalam lelang,

{3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimans dimalesud padi ayat
(2) tidek diketahui atau lebih rendah daripads NJOP yang digunaksn
dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pads tahun tegadinys
perolehan, dasar penpenaan BPHTB yvang digunakan adalah NJOP yang
digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada mbun
teriadinya perolehan.

(4) Dalarn  menentukan  besaran BPHTB terutang, Pemerintah Dacrsh
menetaplan nilal perolehan objek pajak tdak kena pajak  sebegul
penglrang disar pengennan BPHTH sebagaimana dimaksisd pada aya (11

{5) Besarnys nilai perolehan objek pajak tidak kona pajak ditetapkan
sehessr Rp80.000.000, (delapan pulub juta rupiah) untuk perolehan
hak pertama Wijib Pujak di wiluyah Daerah lempat teratangnya BPHTE

(6] Daalar hal perolehan hak karena hibah wasil wtau warls sebagaonana
dimaksud puda ayat |2) huraf b dan huraf o yang diterima orang pribadi
ying musih dulam hubungan kelunrgn sedarah dalam gans keturunan
lurus sty derajat ke utas atau san dernjat ke bawah dengan pember
hibah wesil sty warts, termusuk swimi/istn, ole perolehan obpek
pujk  udsk  kens  pauk  divwpkan  paling  sedikit  sebesar P,.

Rp300. 000,000, - [L:gu ratus juta rupaih).
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(71 Dalim hal nilal bangunan belum ada padu SPPT PBB-P2 atau tdak
sesuni dengan nilal bangunan waktu terjudingn perclehan ditetapkan
minimal NJOP per meter persegl schogaimana yang tercantum dalum
Keputusan Bupati tentang Penctapan Nilai Jual Objek Pajak sehagii
Dasar petigenaan PRE-P2 untuk tabun berjalan.

Panl 6

(1] NPOPTKP BPHTB dibierikan kepada setinp Wajib Pajak per tahun dengan
letentunn selagn berilout

a. Untuk perolehan hak kareni wiris, atau hibeh wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dolam hubungan kelusrgn sedarak dalam
gatis keturanan lurae setu derajat ke atas atau sacu derspat ke bawih
demgan pembert hibah wasiat, termasuk suamifistr, ditetapkan
sebesir Rpad,000,000,- (Hga ratuns juts rupiah| untule setiap Wajib
Pajak selama 1 (safu) mhun (1 Janoan sampa dengnn Desember);

b, Untuk perolehan hak selain perolchan hak sebageimana dimaksud
pada huruf o, ditetapkan sebesar Rp80.000.000 - (delapan puluh juta
ruptah) untuk setiap Wajib Pajak selama | [satu) tahun (1 Januan
sampal dengan Desember),

¢. Untuk perciehan hak atas tengh den/atau bangunan berikutnya
pada tahun yang sama, dalam hal perolehan hak selain hurufl a,
kepads Wajil Pajak diberikan NPOPTEP sebesar Rp0,00 [nol rupiah),

|2 Besarar NPOPTKP sebagnimans dimaksud peda ayat (1) diberikan
kepada Wajib Pajak untuk setiap jenis perolehan hak sebagaimans

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2],

|3) Penetapan besaran NPOPTKP schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
avat [2) dilakukan dengan mempertimbangkan pajak yang harus dibayar

Wajib Pajak dan potensi penerimann dagrah.

Pasal 7

Taril BPHTE ditetupkan sebesar 5% (lima persen).
Pasal 8

(1) Besaran pokok BPHTB vang terutang dihitung dengan cara mengalikan
dasar pengenaan BPHTH sebagumana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1]
setelah dikurangl nilai perclehan objek pajak tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pesal 5 ayat (5] atau evat [6), dengan tanf
BPHTB sebageimana dimaksud dalam Pasal 7.

[2} Contoh penghitungan BPHTE :

@ Wafil Pajuk “A" membell tanah dan bangunan dengan Nilai perolehan

ohjel pajak/ hirgs transaksi [ NJOP Rp100.000.000,-
Nilai perolehan objek pajak tidak kenn pajak  Rp80,000.000,- |-|
Nilai peralehan objek pajak kena pajak Rp20.000.000,-

Pejiek yung terutang 5% « Rp20.000,000,- = Rpl.000,000,-
b, Wajib Pajak *A" membeli tanah dan bangunun dengan Nilai perolehan

objek pajak/harga transaksi | NJOP R4 5,000,000, -
Nilal perolehan objek pajak (dak kena pajak =i
Nilal perolehan objek pajak kenn pajuk RpO,-

Pejak yung terutang 5% = Rpl,- = Rp0,-

¢ Wajib Pajuk “B" menerima Hibah dard kakak kandung dengan Nila
perolehan objelk pajak/harga transaksi (NJOP  Rpl45.000.000,-
Nilui perolehan objek pajuk tidak kens pajuk  Rp80,000,000.- (-}
Nilai perolehun objek pajak kena pajak Rp65,000,000,-
Pajak yang terutang 5% « Rp6S.000,000,- = Rpd. 250,000,

e
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o 'Waiih Pajak "C" menerima hibah wasiat dari ayah knndung dengan
Nilal perelelsan absel pejak/ harga transalest (MJOP Rp145.000.000,
Nilai pernlehan objek pajak tidak kena pajak  RpB0O,OG0.000,- |-
Nilai perolehan objek pajak kens pajak Rp65.0:00.000,-
Pajak vang terutang 5% = Rph5.000.000,- = Rpd.250.000,-
¢. Wajib Pajuk “C" menerima waris dari ayahnys dengnn Nila perolehan

objek pajak/ harga transaks | NJOF Rp400,000.000,-
Nilai perolehan objek pajak ticlak kenn pujak  Rpd00.000,000,- [
Nilni perolehan objek pajak kens pajalk Rp100.000.000,-

Pajak yang terutang 5% » Rpl00.000.000,- = Rp5.000.000,-

Panal O

(1) Saat terutangnya BPHTB dilctaplan pada saal terjadinya perolehan
tanah dar /atau Bangunan depgan Ketontaan :

a, Pada mnggal dibuat dan ditandatanganings perjanjian pengikatan
jual beli untuk jual beli;

b, Pada tanggal dibuat dan ditandatonganinya akta untuk tukar
menukar, hibak, hibah wasiat, pemasukan dalam persercan atau
badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungun usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha,
dan/atau hadiah;

e, Pada tangeal penerima waris atau yang diberi kunsa oleh penerima
waris mendaltarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan
untuk waris;

d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
vang tetap untuk putusan hakim;

e. Pada tanggal diterbitkonnyn surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru atas tanah scbagal kelanjutan dar pelepasan hak,

I, Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

g Pada tanggel penunjukan pemenang lelang untuk lelang,

() Dalam ha! jusl bel: tenah danfatsu bangunan tidak menggunalkan
penanjion pengikatan junl beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf @, saat térutang BPHTB untuk juel beli adalah pada saat
ditandatanganinya akta jual beli.

\ Pasal 10

|1} Pemungutan BPHTB yang terutang dipungut di wilavah Daerah tempat

tanah dan/atan hangunan berada.

(2} BFHTE dipungut berdasarkan perhitungan sendiri aleh wajib pajak atau
Self Assessment System

BAB Il
PETUNJUE PELAKSANAAN PEMUNCGUTAN BPFHTH

Bagian Kesatu
Fendaltaran BPHTE
Pasal 11

(1] Wajib Pajak BPHTB wajib mendaftarkian din dan/utau objek Pajaknva
kepada kepala Daerah atau Pejabat yang ditunuk. kl"

%




|2] Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak
dibenkan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pajabat yang ditunjuk.

|3) NPWPD  schamans dimaksud pada ayat (2] untuk omng pnbadi
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(4] NFWPD  sebagaimana dimaksud padas  ayat (2] untuk  Badan
dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

Bagian Kedun
Pembayuran BPHTB
Pagal 12

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

(2)Wajib Pajak melakukan pembeayaran Pajak yang terutang dengan
menggunakan SSPO.

|3) Pembayaran Pajak sebapaimans dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalul sistem pembayeran berbasis elektronik.

(4] Dalnm  hal sistem pembayaran berbasin elektronik belum tersedis,
pembayaran Pejak dapat dilakukan melahun pembayaran tunai

(5] Pembayaran BPHTE atas peralehan Hak stas Tanah dan/atau Bangunan
dari jual beli ssbagaimans dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan nilal
perolehan Pajak.

i6) Dalam hal terjadi perubahen atau pembatalan perjanjion pengikatan jual
beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan :

a. Jumlah BPHTH lebih dibayar atsu tidak terutang, Wajib Pajak
mengajukan permobonan  pengembalian  kelebthan pembayaran
BPFHTB,; atau

b. Jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran
kekurangan dimaksud.

(7] Pembayaran BPHTH sebagaimans dimaksud pada ayat [5) dan ayat (B)
huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 13

BPHTB yang terutang harus dibayar sebelum :

a. Ditnndatenganinya akts, dalam hal perolehan hak karena fual beli,
tukar menulkar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perserpan dtiau
badan hukum lainva, pemisahan hak vang mengalobatkan peralihan,
penggabungun usshi, peleburan usaha, pemekaran usaha atnu hadiah;

b. Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepals Kantor Pertanahan Kabupaten,
dalam hal perolehan hak karena pelaksanaan putusan hakim atau wans;

£ Diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, dalam hal perolehan
hak karena pemberisn hak baru atas tansh sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak otag di luar pelepasan haks dan

d. Resalah lelang untuk pembeli ditandatangan: oleh Kepala Kantor
Lelang/Pejabat Lelang dalam hal perolehan hak karena lelang.
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Pasa) 14

(1] Pejabat vang berwenang hanva dapat menandatangani akta, keputusan,
atay risalah lelang ntau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
apabila kepadanya dibuktikan bahwa BPHTB yang wajib dibayar atas
pengaliban hak asas tanah dan/atau bangunan telah dibayar ke kas
daerah oleh Wapb Pajak vang melakokan pengnlihan hak atas tanih
dan/atau bangunen

i2] Pembuktian pembayaran BHPTB ke kas daerah kepada pejabat yang
berwenang sebagaimana dimakesud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menverahkan fotokopt SSPD BPHTH yang telah diteliti aleh
Bapenda dengan menunjukin asli S8PD BPHTB yang bersanghkutan.

13 Yang dimaksud dengan pejabnt yang berwenang sebugiimana dimaksid
pada ayal {1] adilah Notuns, Pepabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Camal,
Pejabat Lelang, Pejabat Badan Pertanahan Nasional atau pejabat lain
vang diber] wewenung sesual dengan Peratursn Perundang-undangan

Pasal |5

(1) Setiap Wajlb Pajak wajib menghitung pajak vang terutang dan
membayar sendiri dengan menggunakan SSPD BPHTB yang berlaku
juga sebagai SPTPL.

(2) Pembayaran pajai secbagaimana dimaksud pada &yat (1) dapat
dilakukan clen Kuasa Wajib Pajak vang ditunjuk.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan tanpa harus melengkapi tanda tangan dan cap notaris,
kantor lelang atau kantor pertanahan.

(4] Wayib Pajak wajib memiliti NPWPD.

(0) Tate cara pemberian NPWPD  mengikuli ketentuan  perundangan
perpajaken vang berlaku,

(6) Wajib Pajuk wajib mencentumian NPWFD dan Nomoer ldentitas Wajib
Pajak pada S5PD BHPTE,

Pasal 16

(1) S5PD BPHTE wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap sertu
ditandatangani oleh Wajib Pajak.

|2)S8PD BPHTB wajib disampaiken kepada Bapenda oleh Wajib
Pajak atau kuasanva.

(3] 8SPD BPHTE merupakan akst untuk melnkukan pembayaran, penyetornn
BFHTH terutang dan sekaligus menjadi alat untuk melaporkan data
peroiehan hek aws tanah dan/atau bangunan kepada pejabat yang ditunjuk

{3) BPHTB yang terutung wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau kussanys

menggunakan S5PD BPHTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5] Dalam hal BPHTB yang terutung nihil, Wajib Pajak tetap mengisi SSPD
BPHTE dengan keterangan nihil [S8PD BPHTH nihil) SSPD BHPTB aihil
wajib  diketshul oleh  PPAT/notaris/Kepala Kuntor  lelang) Pejabat
Lelang/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten,

(6) Formulir 33P0 BPHTB disedialan di Bapenda, dan/atau UPTB,

%
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Baman Ketiga
Prlaporan BPHTR
Punspl 17

(1] Pesabat Pembuat Akta Tanah/Notaria/kepaln Kantor Pertanahan/ Kepala
Kantor Lelang/ Pejabat Lelang sesunl kewenanganmnya wigib |
. Meminta bukt pembayaran BPHTE kepada Wajib Pajak, sebelum

menandatangani :

1. Aktn pemindahun Hak atas Tanah dan /ateu Bangunan; dan/atau

2. Pendaftaran hak baru atas tanah dan/atau bangunan atsy
pendaftaran penulisnn hak atas tanah dan/atau ban

b, Menvampaikan laporan tentang perolehan hak atas tanah dﬂh."ﬂ-lﬂll
bangunan disertal salinan S8PD BPHTB kepada Bapenda;

e Melaporkan pembuatan perjanjian pengikatun jual beli dan/atay akts
atas tanagh dan/atan Bangunan kepade Kepala Daerah;

d. Laporan atat pemberitahuan sebagaimans dimaksud puda ayat (1)
hurufl b dan hurufl ¢ disampiikan paling lambal tanggal 10 {sepabah]
bulan berikutnya.

19} Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sskurang-kurangnya memuat nomor dan tangeel akta, nsalah lelang
atay surat keputusan pemberian hak atas tanah, status hak, letak
tanah dan/atay bangunen, luas tanah, luas bangunan, npomor dan
tahun Sural Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan,
NJOP Pajak Bumi dan Bangunen, harga transaksi atau nilai pasar,
nama dan alamat pihak yang mengalihkan dan yang memperoleh hak,
sertr tangeal dan jumlah setoran.

(3) Dolam hal Pejabet pembusl  akin  tanah/Notars/Kepala  Kantor
Pertmnahan,/Kepala Koantor Lelung/Pejabat Lelang melanggar kewajiban
sebagumena dunaksud pada ayat |1} dikenalean sanks admnistrat] berups ©
A Denda sebesar Rpl0.000.000- |sepulub juts rupiah) untuk setiap

pelangparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan /atau

b, Denda sebesar Rpl 000,000,- {salu juta rupiah) untuk sebap laporan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huaraf d,

|4} Kepala kantor yang memindangi pelayanan lelang negara wajib

a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelun
menandatangani nsalah lelang; dan

b Melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambet pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3 Kepala kantor yang membidangl pelavanan lelang negara yang
melanggar ketentuan schagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

5] Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesual dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Bapan Keempat
Penelitinn SSPD BPHTB
Pasal 18

(1] Wajib Pajisk mengisi SSPD.

4] BEPD BPHTE dibuat dalam 6 rangkap, terdiri dari ;
it, Lembar 1 untuk Wajih Pajak;
b, Lembar 2 untuk Notarls/ PPAT/ Kantor Jelang,
. Lembar 3 untuk Kantor Pertanahan;

d. Lembar 4 untuk Bapenda sebagai lampiran permohonan penelitian;
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e. Lembar 5 unmk Kas Umum Daerah/Bendsbara Penernma atau
temmpat lnin yang ditunjuk oleh Kepala Dacrah;

f. Lembar 6 untuk Bank tempat pembuyaran BPHTH

3 Setelah melakukan pengisian BSPD, Wajib Pajak mengajukan permohonan
penelitian kepada Fungsi Pelayunan Bapenda atas SSFD BPHTH,

4| Penelitinn SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3| meliput
a Kesesusian NOPD yang dicantumkan dalam S8PD BPHTH dengan

NOPD yang tercaitum

|. Dalam SPPT atau Surat Tenda Terima Setoran (STTS)/ bukti
pembayaran PBE-P2 luinnva; dun

2. Padn basis dota PDB;

b Kesesuaian NJOP Bumi per meler perscn yang dickntumian dalam
2SPD BPHTE dengan NJOP Bumi per meter perseg pada basis das PEB,

¢ Kesesunian NJOP Bangunan per meter persegl yang chcantumibon
dalam SSPD BPHTB dengan NJOF Bargunan per meter persegi pada
bams dala FEB;

d. Kebenaran penghitongan BPHTB yang meliputi kompanen NPOP,
NPOPTEP, NJOP, NJOP tidak kens pajek, tarif, pengenaan atas objek
pajak tertenty, besarnya BPHTE vang terutang dan BPHTE yang
harus dibayar;

e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarmwa

pengurangan yang dihitung sendiri; dan

i. Kesesuaian knteria objek pajuk tertentu yang dikecualikan dan

pengenaan BPHTH, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTE bagi

masyarakat berpenghaslan rendah.

{5) Objek pajak tertentu schagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
meliputi perolehan hak karena waris, hibah, hibah wasiat atau
pemberian hak pengelolaan.

(6] Kriteria pengecunlian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sebagaimang dimalsud pada ayat (4] huraf { yeitu unwuk
kepemilikan rumah pertama dengan lkriterin tertentu yang ditetapikan
aleh Kepala Dasrah.

(7] Kriterda tertentu sebagaimana dimiksod pada avat (6) diselarsskan
dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah vang diatur oleh menteri
yang menvelenggarakan Urusan Pemeriniahan di bidang pekerjuan
umum dan perumahan rakyat.

[B) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagnimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan paling lama | (sstu) han lkerja sejak diterimanya secarn
lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(% Dulam hal berdiusarkan hasil Peoelitiin S8SFD BPFHTB  sehagaimaria
dumaksud pode wyat (4) jumlah pajek vang disetorkan lebih kecll dan jumlab
pajak terutang, Wajib Pajik wajib membaynr selisih kekurangan eersebur.

Pasal 19

(1) Bupenda melakukan penelitian SSPD BPHTB atas SSPD BPHTE yang
sudah tertera validasi penerimasn pembayaran S8PD oleh bank tempar
pembayaran uwang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanys untuk */

keperluan penelitian SSPD
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(2) Dalsm  kal BPHTR terutang ndhil, penelitian SSPD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 85PD BPHTH ditandatangani
oleh Pejabat Pembual Akta Tanah/Pejnbat Lelang atau Pejabat Kantor
Peinyanan Lelang/Pejabat Kantor Pertananhan yang berkaitan dengan
perolehan hak wias tanah dan /atnu bangunan

(3] Penyampaian SSPD oleh Wajib Pajok atnu kuasarys untuk keperiusn
penelitinn 85PD BUPTH dilakukan dengan dilampir) :

a. Fotokopi Surmt Pemberitnhuan Pajak Terutang [SPPT) Pajak Bumi
dan Bangunan untuk tahun perolehan hik;

b Dalam hal Sumt Pemberitnhusn Pagek Terutang (BFFT)  belum
terbit/ hilang dapat digantikan dengan keterangan NJOP dart instansi
torkait;

¢. Forokopt Surat Tandi Terlma Setoran (STTS|/Struk ATM  bukti
pembayarnn Pajak Bumi den Bangunan/bukt pembayaran Pajak
Bumu dan Bangunan lninnya/asli surat pernyataan sudah membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (bermeteral] atas tapah dan/atau
bangunan uang diperoleh haknyva untuk 5 tahun terakhir/ terdaftar,

d. Folokopl karty identitas/ Kartu Tanda Pendudule (KTP) Wajib Pagak;

¢ Fotokopl bukti kepemilikan tanah/ bangunan atau sertifikat; dan,

f. Fowskopi bukti pendukung lainriva sesual dengan jenis perolehan hik.

(4} Penelitian SSPD BPHTE sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2] dilaksanukan apabils atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh
hanya tidak memilki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

&

Pasal 20

(1] Penelittan sebagaimana maksud daiam Pasal 19 dapat dilamuikan
dengan penelinan lapangan SSPD BHPTE apabila diperlukan.
(2] Knteria penelitian lapangan SSPD dalam hal ;
s Apabila terdapat perbedaan data antara 33P0 dan SPPT PBB atay
basis dats PEB;
b. Terdapat bangunan yang belum masuk dalam basis data PBB:
c. Terdapat bangunan dalam basis data PBB tetapi tidak dicantumbkan
dalam S8PD; atau
d. Kriteria lainnya yang ditentukan oleh pejabat.
{3} Hasil penelitian lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayur
(1} dituargisn dakam Laparan Hasil Penelition Lupangan SSPD BPHTE.

Pasal 21

Langkah-langkah tehnis dalam penelitian SSPD yaitu
I Wajib Pajuk selaku penerima hak menylapkan dokumen pendikung
yang dibutuhkan untuk penelitan SSPD BPHTE. Dokumen pendukung
terdin atas |
& HBFD BPHTB yang tertern Nomor Transaks! Penerimaan Dasrah
(NTPD) /SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);
b. Folokopl identitus Wajib Pujek (dapst berupa Kartu Tanda
Pendudule/ Surat lein Mengemudi/ Paspor);
c. Burat Kuasa duri Wajib Pajak (dabun hal dikussakan),
d. Fotokopl Kartu Keluarga atsu Sumt Keterangan Hubungan Kelusrgs,
dalam hal transaks) warls;
e. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak ([dalam hal diuasakan),

i
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[ Fotnkom Kartu NFWP, dan

g Dokumen pendukung lam yang diperiulkan,

Wajib Prijak mengine Formulir Permohonan Penelitian SSFD BPHTB
Wajib Prjak krmudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian
SSP0 BPHTE. SSPD BPHTE (lembar 4), dan dokumen pendukung
kepads Pungsi Pelayanan Bapenda

2 Fungsi Pelevanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD
BPHTE, S5P0 BPHTE (lembar 2|, dan dokumen pendukung dan Wapb
Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait
ohijek pajak berdasarkan Formulis Permohonian Penelinan 389D BPFHTB
yang diterima Pengajuan dilaiuban dengan mengis: dan menyampaikan
Farm Pengajuan Duta kepada Fungsi Pengolahan Daw & Informasi.

3 Pungs Pengolahan Data & informas menenma Form Peagajuan Dat dan
Fungsi Pelsyenan Pungu Pengolahan Dawm & Informas: menank data yang
dibunihkan dan sstem database obpek pagak. Fungs Pengolahan Data &
Informnan kerudan  mencantumban miormas obiek pajak pada Form
Pengajuan Deta Fungs Pengolahan Data & Informas lahy menyernhkin
kermbaki duta Form Pengnguan Data kepada Fungs Pelayanan.

4  Fungsi Pelayanun menenma Form Pengajuan Data yang telah disi data
olgek pajuk dan Fungw Pengolahan Data dan Informasi.  Fungsi
Prlayanan kemudian memeniiss kebenaran data yang tercantum dalam
HEPD BIHTH dan dokumen peodukung SSPD BPHTH berdasarkan dita
uhjek pajak dart Punge Peogolaban Deta & Informasi. Dalam kondisi
ertenty, Hapenda berhak melakukan penclitian  lapangan  untuk
mrengrorh krbenaran data secars mal

P! J2

1] Mapends Furas eemrbrsadkos perebtan S5P0 BPHTH dadam janglon wakiu
i Paling lama | (satu] han kena soak anggal dierbitkannys SHPD
dalem ha! twiak memeriusn peocitan apangan 8500 dan
B Pating lama 3 [igs) han kers wpak tangesl diirnmanyws 85PD BPHTH
diulum hal memeriukan pencbtan lapangan 8SPD
{41 Dalam hal berdasarkan penchuan BPHTH dan/ atay penclian lapangan
S50 HPHTH termyits BPHTH belum disetor atay BPHTB yang harus
disetor letul besar danpads BPHTH yang telah disetor oleh Wajlb Pajak,
Wagih Pagak dimunts untuk melunsss kekurangan temsebut dengan
menggunakar SSPD yung memus! kelurangan BPHTB terutang yang
harus dilunas
(3 Dalam  hal tersebul kekursngan pembayarsn BPHTB sebagaimana
dlmkmﬂp-ﬂ-gum sangks waktu penyelesasian penelitian S88PD
BPHTE menjadi paling lama | (saru) han kerja dihitung sejak
diterimanya SSPD BPHTE bukn pelunssan keloerangan tersebut.
(4] SSPD BPHTE buini pelunasan yang telah dueliti, harus dicap,

Pasal 23
Terhadap SSPD BPHTB yung telab diteliti skan dilaloukan

perhitungan
kemball dengan menggunakan nots hitung BPHTH sebagaimana dimalsud P
dalim Pasal |5, mash dapat diterbitian

[
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d. SKPDEB apabile berdasarkan pemenkasan atau keterangan  lain
ternyvatn fumlah BPHTB terutang kurang bayar;

. SKPDEBT apabile diternukan dats bara denjatau data yang semula
belum terungkap vang menyebabkan penambahan jumiah pajak yang
terutang setelah diterbitkan SKPDKB; dan

¢. STPD apabila pajak yang terutang tidek atau kurang dibayar, hasil
pemeriksaan terhadap SSPD BPHTE terdapat kekurangan pembayaran
BPHTH sebagal akibat salah tulis dan/atsu salah hitung, atau Wajib
Pajak dikenakan sanksi adminstratil berupa denda dan fatau bungi.

% Baginn Kelima
Pemeriksaan Pajak
Pasal 24

Pemeriksaan BPHTB :

& Wajib dilakukan dalam hal wajib papk mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembeavaran BPHTB selain permohonan karens
keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali,
keputusan pengurangan, atau keputusan lain vang mengakibatkan

iebihun pembaynran BPHTE;

b, Dapat dilakukan dalam hal
1. Walib Pajak mengajukean keberatan BPHTH; atau
4. Terdapat indikasi kewajiban BPHTB yang tidak dipenuhi,

Pasal 25

(1] Pemenkssan BPHTB diluksanakan oleh pemeriksa atau tim pemeriksa.

(2] Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdirl dari seorang
ketun tim dan ssorang atau lebih angpota tim.

(3] Penugasan pemeriksa ditetapkan dengan Surnt Perintah Pemeriksaan
Pajak Dacrah BPHTB (SP2PD) vang ditandatangam oleh Kepala Badan.

(%] Dalam hal terdapat penggantian pemeriksa atsu  perubahan tim
pemeriksd, Bapenda tidak perlu memperbaharui SP2PD tetapi harus
menerbitkan Surat Tugas,

[5) Dalam hal pemeriksaan BFHTB merupakan bagian dari pemeriksaan
untuk seluruh jenis pajak, SP2PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3
tidek perlu diterbitkan dan penugasan pemeriksa mengikuli penugasan
vang ditctapkan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak [SP3),

Pnsal 26

Dilam rangka pemeriksaan BPHTH, kepada wajib pajak disampaikan Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB.

Pasal 27

(1} Pemerikspan BFHTB dilukukan dengan pemeriksaan kantor, dan dapat
dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperfukan data,
keterangan dan/atay bukt yang tidak terdapat di Bupenda,

(4] Pemeriksann  lapangan  sebaguimans dimaksud pads avat (1]
dilaksanakan berdasarkan Surat Tuges pemeriksasn lapangan vang
ditandatangini oleh Kepala Badan.

y
%
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Pasal 28

1) Untuk kepentingan pemeriksaan BPHTH, dipat dilakukan pemanggilan
kepada Wajib Pajal.

|2} Wajib Pajak atau kuasanys harus memenuhi panggilan sebegaimana
dimaksud pads syat (1) sasual dengan waktu dan tempat yang telah
ditentukan dalam Surat Pangpilan dalam rangka pemeriksaan BPHTB
dengan membawa buky, eatatan, dan/atau dokumen yang diperlukan
oleh pemenksa.

(3] Dalam hal buly, catatan, dan/atmu dokumen sebagaimani dimileud pads
avit (2] berupa fotokopl, mokn Wajib Pajak haros meminat sural permvataan
vang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan asinya,

(4} Dalam hal diperlukan pemimjaman bk, calstan, dan/atay dokumen
sebagaimans dimaksud pada ayat (2) atau forkopinya sebagrimans
dimaksud pada ayat [3), kepada Wajib Pajak dibenkan buldi peminmjeman.

151 Dalarm hal Wajib Pajak tidak memenuhl panggilan sebagaimana dimaksud
pada syat (1), pemeriksaan BPHTB tetup dilanjutkan berdasarkan data
vang ada pada Bapenda.

Pasal 29

Dalum hal pemeriksaan BPHTB dihadin oleh Wajib Pujuk, pemeriksa harus
memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pegawai Bapenda dan SP2FD

kepada Wajib Pajak,
Pasal 30

(1) Hasil pemeriksudn BPHTB dituangken dalam Laporun Hasil
Pemenksanan Pajak Dacrnh BPHTS (LHPPD).
|2} Dalam hal dilakukan pemenksaan untuk seluruh jenis pajak, LHPPD

sebagrimana dimaksud pada ayat (1] merupakan hagian dar laporan
hasil pemeriksaan pajak.

Pasal 31

LHFPD  sebagaimano  dimaksud delam Pasal 30 digunakan untuk

perrbuatan nots penghittingsn

&, Surat Ketetspan Pajak Dacrah BPFHTB Lebih Bayor (SKPDLB), apahbila
jumlah BPHTB yang dibayar termyats lebih besar daripada jumlsh
HPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB vang tidak
seharisnya terutang,

b Surat Ketetwpan Pajuk Daecrah BPHTE Nihil (SKPDN), wpabila jumlah
BPHTH yang dibayar sama dengan jumlah BPHTH yang terutang;

c. Surat Ketetnpan Pajak Daerah BPHTB Kurang Bayar (SKPDEB], apabila
Juminh BPHTH yang terutang kurang dibayar;

d. Surat Ketetapan Pajak Daernh BPHTB Kurang Bayar Tambahan
(SKFDKBT), apuabils terdapat penambahan jumlah BPHTE yang terutang
setelah diterbitkannya SKPDKE;

. Sumt Tagihan Pajak Deerah BPHTE (STPD), apabils pajak yang terutang
tidak stau kurang dibayar, terdapal kekurangan pembeayaran sebagal
akibat salah tolis dun/atay salah hitung, atau dikenakan sanksi
admenistratif berups denda dan/atau bunga; atau

[ Surat Keputusan Heberatan, dalam hal Pemeriksaan BPHTB yang
dilakukan merupakan bagian dari proses penvelesaian keberatan Waijib P

Pajitk.
e
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Pasnl 32

{1] Dalam hal Pemeriksaan BPHTE dilakukan hanya dengan pemernksaan
kantor, jangka waktu Pemeriksann BPHTB adulah paling lama 2 |dua)
bulan vang dikitung sejak tanggal SP2PD sumpal dengan tanggal LHPPD.

{2 Dalam hal Pemeriksaan BPUTH dilakukan dengin Pemeriksaan Kantor
dan  dilanjutkan  dengan pemeriksann  lapangan, jangka wakiu
Pemeriksaan BPHTE diperpunjang menjadi paling lama 4 fempat] bulan
vang dibitung scjsk tanggal EP2PD sampal dengan tanggal LHPPD

(3} Pemeriksann BPHTB sebagalimona dimaksud dalam Pasal 24 hurul a
dan huruf b angks 1 diselesaikan dengan memperhatikan jatub tempo
pembenan  keputusan  otas  permohonan  pengembalinn  kelebihan
pembavaran BPHTB atau keberatan.

Pasal 33

(1] Kepals Daerah atay Pejabar yang ditunjuk berwensng melakukan
Pemerfksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak
dan tujuan lain dalam rangks melaksanakan ketentuan peraluran
perundang-undangan mengenal Pajak.,
(2| Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhsn  pemenuhan  kewajiben
perpajakan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
& Wajib Pajak mengajukan pengembalian kompensasi kelebahan
pembayaran Pajak; atau

b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menumjulan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yrng terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis risike,

(3] Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimans dimaksud pada avat (1)
dilakukan paling sedikit untuk !

a. Pemberian NFWPD secara jabatan;

b. Penghapusan NPWPL;

¢. Penyelesatan permohonan keberatan Wajib Pajak,

d. Pencocokan dats dan/atau alat keterangan, dan/atau
¢. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untule tujusn lain sebagaimana dimaksud pada avat [3)
meliputi penentuan, pencocokan, atay pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemericsaan,

Pasal 34

(1) Dalam pelaksansan Pemeriksaan sebugnimana dimaksud dalam Pasal

34, kewajiban Wajib Pajak yang diperilesa melipusi :

a Memperlihatkosn  dan/atsy meminjamkan  buku  atay  catatan,
dokumen yang monjudi dosarmva, dan  dokumen lain  vang
berhubungan dengan objek Pajak vang terutang;

b. Memberikan kesempatun untuk memasuld tempat atau rusngan
yung dianggap perlu dun memberikan bantusn guna kelancaran
Pemeriksasn, dan/atau

¢. Memberikan keterangan yang diperiukan.

{4) Dalam pelaksanaan Pemenksann sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33, hak Wajib Pigak yang diperiksa paling sedikit :

b
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a. Meminta identias dan bokt penugasan Pemertksaan kepada permenlosa,
b Meminta kepadd pemeriicsa untuk memberikan penjelasan lentang
alasan dan lujuan Pemerilosnan, dan
c. Menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan wngeapan
atay penfelosan atos hasil Pemerikaann,
i3 Dalam hal Wajib Pajok tidak memenuhl kewnjibon sebogaimans dimakod
pads ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secarn jabatan,

Bapgian Keenmm
Surut Ketetnpan Pajak dan Sural Tegihan Pajak
Pazal 35

i1} Dalam jongka waktu paling lama 5 (lima) tahun sajak terutangnya
Pajak; Kepals Daerah atou Pejabat vang ditunjuk dapat menerhitican
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLBE, dan 8KPDN.

(2} SKPDKB sehagnimana dimaksud pada ayat {1) diterbitkan dalam hal
a Terdapat Pajak vang kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

b, Jika S5PD tidak disampaikan kepada pejabat yang berwenang dalam
jangke waktu masa pajuk dan setelah ditegur secara tertulis tidek
chsamparkan pada wektunya sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran; dan/alau

€. «Jika kewajiban mengsi SSPD tidak dipenuhl, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.

(3] SHPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
diternukan data bary dan/atau data vang semitla belum terungkap dan
menyebabkan penambehan jumlah Pajuk yang terutang setelah
dilakeuksn  Pemeriksaan dalam rangks penerbitan SKPDEBT dan
sebelumnya telah pernih diterbitkan SKPDKB.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud padn ayat (1) diterbitkan dalam hal
jumlah Pajak yung terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak
atau Pajak tidnk terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 36

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimany dimaksud dolem
Pasal 33 terdapat kelebihan pembaysran Pajak, Kepala Dasrah atau Pejabat
vang ditunjuk menerbitkan SKPOLB.

Pasal 37

(1} Jumiah kekurnngan Pajak yang terutang dalam SKPDKB scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratil
berupa bunga sebesar |8% (satu koma delapan persen) per bulan dan
Pajak yang kurang ateu terlambat dibayar, dihitung sejak saat
terutiungnys Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak,
ata Tehun Pajak sampal dengnn diterbitkannya SKPDKB, untuk
jangka waltu paling lama 24 [dua puluh empat] bulan serta bagian dari
bulan dihiturg penuh 1 (satu) bulan, k{

o
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(2] Jumlah pajak yang terhutang dolam SKPDEB hesil penghitungard
secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat () huruf ¢
dikenakan sanksi administratil berupa bunga sebesar 2,2% [dua koma
dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,
dihitung scjak sant terutangnya Pajek atau berukhirnya Masa Pajak,
bagian Tahun Pajak sampal dengan diterbitkanya SKPDKB paling lama
24 (dua puluh crmpat) bulan serta bagian dar bulen dihitung penuh |
satiy) bulan sejak saat terutangnye Pajak ditambahkan dengan sanksi
administratil berupa kenniknn scbesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak yang kurang dibayar,

(3] Jumiah kekurangan Pajok vang terutang dalam SKPDEBT sebaguimans
dimaksud dalam Pasal 35 syt (3] dikenskan sanks: admonistoatid
herupn kematkan sebesar  100% (seratus persen] dari jumiah
kekurangan Pajak yang terutang dalom SKPDKBT

(4] Sanksi admunstratif berupa kenmken schagaimana dimaesud dalam
Pasal 35 ayat (3 tidak dikenakan apabila SKPDKET diterbitkan
berdasarkan laporan/keterangan tertulis dar Wajib Pajak atas kehendak
sendini, dengan syarat belum dilakukan tindakan permenksaan.

(5) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayal {1_']
dan ayat [3) wajib dilunasl dalam jangka waktu paling lama | (satu]
bulan sejak tangeal diterbitkan.

(6) Pujuk yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, surat keputusan
pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajih Pajek pada waldunya dapat
ditagin dengan surat paksa.

Pasal 38

(1] Dalam jangka w&l:tu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajuk,
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Kepala Dacrah atsu Pejabal yang ditunjuk dapat menertitkan STPD
dalam hal :

a. Pajak vang terutang tidak atau kurang dibayar;

b Dari hasil pemeriksaan ternyata SS5PD BPHTB terdapat kekurangan
pembayaran pajak karena salah tulis dan/atau sainh hitung,

¢, SKPDB, SKPDRBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayvar
selelah paruh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanks: administratil berupa bunga dan;/ atau
denda.

[3) Jumlah tagihan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimann
dimakeud pada ayat (2] hurul 8 dan huruf b, berupa pokok Pajak yvang
kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dari Pajak
yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggul pembayaran, untuk jangka walktu paling lama
44 [dun pulub empat] bulan sejak saat terutungnya Pajok sertn bagian
dieri bulan dihitung penuh 1 {satu) bulan,

o
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Jumlah tagihan pamk yang terutang dalam STPD  scbugaumina
dimaksud pada ayat (2} hurufl o, dikennl sanksi administratil berupa
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dar Pajak yang
fidak atau kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh  tempo
pembayaran sampal dengan tanggal pembayaran, untuk janghs wakiu
paling lama 24 [dun pulub empatl bulan sojuk saal terutungnya Pajak
sertn bagian dari bulan dibitung penuh 1 atu) bulin,

Sankst administratil berupa denda danfateu  bunga - sebaguimina

dimaksiud padi wyat (2) oruf d yaita

a Sanksi admimistratif berups bungn sebesar 1% (satu  persen|
gebialan, dalam hal Wajib Payak membetulkan sendin S5F1) BPHTB
vang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum
dilakukan tndokan pemeriksaan, dihitung sejak  berakhimya
penyampaian SSPD BPHTB sampei dengan tanggal pembayasan
karena pembetulan S3F0 BPHTE;

b. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) sebulan, dalam hal pajak yang terutang tidek atay kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung sejak jatuh
tempo sampai dengan diterbitkannya STPD untuk jangks waktu
paling lame 24 (dus puluh empat) bulan; dan;

c. 8TPD mempunvai kekuatan hukum yang sama dengan surat
ketetnpan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga
dilakukan dengan Surat Paksa

Hagian Ketajuh
Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan

Paragral 1
Pengurangan
Pasal 349

Kepala Daerah atau Peabat yang drunjuk dapat membernkan
pengurangan pembayeran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan
memperhatikan kondist Wajib Pajak dan/atau objek Pajal.

Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimalksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa kemampuan membayar Wajlb Pajak atau tingkat bikuoiditas
Wajib Pajak,

Kondisi Wajit Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan
yung ditempatl Wejib Pajak dan golongan tertentu, nilai objek Pajak
sumpal dengan batas tertentu, dan objck Pajak yang terdampak
bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

Prsal 40

Atas permohonan Wafib Pajak dapat diberikan pengurangan BPHTB
dalam hal ;

a. Kondist tertentu wajib pajuk vang ada hubungannys dengan objek
pajak yaitu ;

e
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1, Waih Pajak yvang memperoleh hak bar melalul program
sertifikat Hak atas Tanah oleh pemerintah/ Pemerintah Provins
Kalimantan Tengah/ Pemerintah Kabupaten Katingan di bidang
pertanahan dan tdak mempunysl kemampuan secars ekonom
sefuk soat terutang BPHTB mendapat pengurangan BPHTB
ditetapkan sebesar 50% [lima pulub persen),

2. Waiib Pajak yang melakukan pengeabungan usaha (merger] atau
peleburnn usaha (konsolidasi] lerlebih  dihulu  mengadakan
likuidasl dan  telnh  memperoleh  keputusan  persetujusn
penggunaan nilad buku daelam rangka  penggabungan  atou
peleburan usahn dari Bupatif/pejabat dolam jangka waktu 3
{tiga} bulan sgjak saat terutang BPHTB dengan besaran
pengurangen ditetapkan sebesar 25% (dun pulub limn persen)

. Kondist Wajibh Pajak vang nde hubungannva dengan sebab-sebab

tertentu yaitu |

1. Waijib Pajak vang memperoleh hok atas tanah sebagai pengganti
gtas taneh yang dibebaskan aleh pemerintah untuk kepentingan
umum dalam jangka walktu paling lama. 3 [tiga| bulan sejak suat
terutang BFHTB dengan besaran pengurangan ditetaplan
sebesar S0% (ima puluh persen|;

2. Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan usaha (merger)
atau peleburan usaha (konsolidas)) terlebih dahulu mengadabean
likuidess dan telah memperoleh  kepulusan  persetujuan
penggunaan milai buku dalam rangkn  pengeabungan  atau
peleburan usaha dan Bupati/pejabat dalam jangia wakto paling
larma 3 [tgaj bulan sejak saat terutang BPHTB dengan besarsn

- pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atus tanah dan/stau
bangunan yang tidak berfungsi lagl seperti semuln disebabkan
bencana alam atau sebab-sebab lainmya seperti kebakaran,
banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-
hars yang terjadi dalam jangks walktu paling lama 3 (tga) bulan
sejak penundastanganan akitn dengan besaran pengurangan
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

4. Wajib Patak orang pribadi Veteran, Pegawai MNegeri Sipil [PNS),
Tentara Nasional Indonesia (THI), Polisi Republik Indonesia (FOLRI,
Pensiunan PNS, Purmnawrawan TN, Purnawirewan POLRI atau
janda/dudanya vang memperoleh hak atas tanah danfatau
bngunan rumab Pemerintah dalam jangka wakiu paling lama 3
ltiga] bulan sejok seot terutang BPHTB dengan  besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 75% [tujuh pulub lma persend;

5. Wajib Pajak Badan Korps Pegawal Republik Indonesia [KGORPRI
yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam
rangka pengndaan perumahan bagh anggota KORPRI/PNS dalam
jungka waktu paling lama 3 (tga) bulan sejnk saat terutang
BPHTH dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 100% F
(Boratlus persen); dun/atau
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6. Wajib Pajak yong obyek pajaknya lerkena bencana alam di
wiloyah deersh yang perolchan hakmya atou ssat terutangnys
terjadi 3 bulan sebelum terjadings bencana dengan besaran
pengurangan ditetaplan sebesar 100% {seratus persen|.

o, Tansh dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosis
atau pendidikan yang semata-matn tdak untuk mencar keuntungan
antara lain untuk panti esuban, penti jompo, rumah yatim piat,
sckolah vang tidak ditujukan mencan kountungun, rumah sakit
swaatn milik institusi peloynnan sosial masyarakat dalam jangha
waktu paling lama 3 {tign) bulan sejnk saat terutang BPHTE dengan
besarnn pengurangan ditetnpkan sebesar 50% (ma puluh persen)

(2} Apabila Waiib Pajak tidak dapat memenubi jangka waktu yang
ditentukan karena keadaan di luar kekuasaannya, maka Wajib Pajak
tersebut harus dapat membuktikan keadasn tersebul.

Pasal 41

(1] Wajib Pajak dapat menghitung sendirl besarnya pengurangan BFHTE
sebelum melakukan pembavaran dan membayar BPHTB terutang
sebesar perhitungan selelah pengurangan.

(2] Wajib Pojak jugs dapat membayar lunas terlelnh dahulu BPHTB
lerutang, selanjuinya mengajuken permohonan pengurangan BPHTB.

Fasal 42

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangsn BPHTB kepada
pefabiut dengan permohonan yang digjukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dan disertal dengan alasan yang jelas.

(2] Permohonan pengurangen BPHTB harus melampirkan  bukt-bukti
pendukung ynng dipersyaratian sesuni ketentuan yang berfaios metipur :

Fotokopi S5PLBPHTB lembar ke-1;

Fotokop: SPPT PBB untuk tshun terutangnya BPHTB;

Fotokopi dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

Fotokopi sertifikat hak ates tanah danjatay hak milik atas satuur

rumah dalam hal peralehan hak karena pemindahan;

e. Fotokopi Karru Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, Paspor,
Karmi Keluarga dan ldentitas laon;

[ Surat RKeterangan Lurah/Kecpala Dess atau Surat Keterangan
mstansi lan yang terka.

(3] Pejubat atas nama  Bugati berwenang memberikan  keputusan
pemberian pengurangan BPHTB.

4| Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonen penguringan
BPHTB yang digjulan Wajib Pojak dalam wakty paling lama 6 (enam)
bulan sejak tangenl ditenimanya surat permohonan.

(5] Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa mengabulkan
sebagian, atay mengabulkan selurubnys, atau menolak.

6 Apabila dalam waktu sehagaimana dimaksud pads ayat (4) telah lewat
dan pejsbat  tidak memberlkan  suate  keputusun,  permohonan
pengurangan BFHTH yang disjukan dlunggap dikabulkan, F

Bn oo w

(7) Permuhonan Pengurangan sebagaimana dimaksud pade ayat [6)
dilakukan dengan tata cara schagal berikur : E
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n. Permohonan pengurangan BPHTB dinjukan oleh Wajib Pajak orang
pribadi/ badan/Camat/ Lurah/Kepala  Desa/Badan  Pertanahan
Kabupaten Katingan dan disampaikan ke Bapends untuk
dikaji /ditelit;
b, Tata cara pengutangan BPHTR oleh Bapenda dilubeubsin dengan
tihapan scbhagai beriout -
1. Wajilb Pajuk ntay Instansi terkait mengirimian Surat Pengajuan
pengurangan  BPHTB  yang  dilempini  dengan  dokumen
pendukilng penpujunn pengurangan BPITE kepada Bapenda
o, Memperoleh sertifiknl pertama schesar 100% [seratus persen);
b, Memperaleh sertifikal kedun sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen);

¢, Memperoleh sertifiknt ketiga sebesar 50% (lima puluh persen);

d. Memperoleh sertifikat keempat sebesar 25% (dua pulub lima
persen);

e, Memperaleh sertifikat kelima dan seterusnya sebesar 0% (nol
persen|.

2. Wajit Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak
Pengelolaan dan telah menguasal tanah dun atau bangunan
lebih dari 20 (dun puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat
pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejubat Pemerintsh
Daerah setempat dalam jangks waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak saat terutang BPHTB mendapat pengurangan BPHTH
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen),

3, Wajib Pajak orang pribadi memperoleh hak baru atas tansh dan
bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun Sederhana
gertn Rumah Sangat Sederhans [RBS) yang diperoleh langsung
dari pengembung dan dibayar secara angsuran dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejuk saal terutang BPHTB
mendapat pengurungan BPHTB ditetapkan sebesar 25% [dua
puluh lima persen);

4, Waph Pajuk BUMD baru berdint dalam janghka waktu paling lama
1 saty) tahun vang memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan dari Pemerintah/Pemerintah  Dacrah  sebagal
penyertaan modal Pemerintah/Pemerintah  Daerah  mendapat
pengurangan ditetapkan sebesar 100% [seratus persen).

. Kondisi Wajib Pajiak yang ads hubungannya dengan sebab-sebab
Llertenty yaltu
L. Wajlb Pajuk yang memperoleh hak atas tangh melalui pembelian

darl hasil pembayaran ganti rugl Pemenintah/ Pemerintuh Dacrah
vang nilai ganti ruginys di bawah NJOPTKP, dulam jangka waktu
& (ecram| bulan sefak pembaynran ganti rugh dengan besaran
pengurangan BPHTH;

2. Bupenda kemudian memberikan  tanda  terima pengajuan
pembebasay BPHTE kepada Wajib Pajak atau Instans Perangicat
Daernh Terkait;

3. Bapenda memeriksa helengkupan  admonistrasi  pengajuan
pembebasan BPHTB berdasarkon data objek pajak yang telah t\/

diterima;
o
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. Bapends menviapkan formulic penelitian dan surat penolakan

perigajuen pembebasan BPHTE (untuk vang ditolak) atau Surat
Keputusan Pembebasan BPHTE (untuk yang disetujui);

Bapenda mengirim surat penolakan pengajuan pembebasan
BPHTB (bagi vang ditolak) atau Surat Keputusan Pembebasan
APHTE juntuk yang disetujul) kepads Wajib Pajak atau Instans
Peranghat Daeral terkait,

Bapenda menyampaikan Rancangan Keputusan Bupati tentany
Pengurangat BPHTH kepada Bupati untuk ditandatangani; dan
Bapenda  menyampaikan  Keputusan  Bupati  tentang
Penpuringan  BPHTB  kepada Wajib Pajak  atau  Instansi
Perangkat Daerah terkal

. Untuk melaksanakan Progrmm Sertifieat Hak atas Tanah haros
memiliki krileria calon peserta Bidang Tanah yrng sudah ditentukan
. Kriterin calon \peserta dun Bidang Tanah schagaimane dimaksud
pada huruf 4 adalah sebagal berthul

L.
4.

3.0 n .

Porscorangan (Warga Negara Indonesia);

Memiliki  Kartu  Keluarga tetap (Warga Negara Republik
Indonesia), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluargs
(KK] sesuai dengan domisili Letap;

Menyershkan dokumen alas hak awns tanah [bukti kepemilikan
tanah) dan menyerahkan fotokopinyi;

Memasang tanda batas Bidang Tanah;

Fotokopi SPPT FEE-PZ;

Fotokopl Bukt Lunss PHB-P2; dan

HBerdomisili di Kecamatan atau berbatasan dengan Kecamatan
letak tanah yang akan disertifikatkan.

. Kriterls bidang tuneh sebagad berikut :

1.
2.

4,
9.

Tanah tidak dalam senghketa, tdak masuk dalam kawasan hutan;
Luas tanah maksimum 3.000 m? {tiga rbu meter persegl) untuk
tangh Non pertanian  dan  tanrh  pertanian/perkebunan
maksimum 50,000 m? (hma puluh nbu meler persegil;

Letak mnah berada di Kecamatan berdomisili calon peserta atau
berbatasan dengan Kecamatan dan/atau dalam daerah letak
tanah yang akan disertifikatkar;

Bukan tanah warisan yang belum dibagi; dan

Penggunaun tanah sesuni dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Daerah,

Noma-nama Wajib Pajak oreng pribadi vang mendapat pembebasan
BFHTH diletapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; dan

. Program wertifilkat Hak atas Tanah oleh Pemerintah)Pemerintab

F'.rr::u"mui Balimantan Tengah/Pemerintah Kabupaten Katingan di
bidang pertunshan bagi wajib pajuk orang pribadi/badan yang telah
diberikan berpedoman pada Peraturan Bupati ini. FI

o
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Paragraf 2
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan
Panal 43

Atan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Doerah

atau Pejabat vang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STFD yang

dalam penerbitannya terdapal kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan  peneripan  ketentusn  tertentu dalam
peraturan perundnng-undangan perpajaioan Daerah.

Pembetulan kesalnhan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan

penerapan ketentuan tertentu daiam peraturan perundang-undangan

perpajakan sebaguimana dimaksud padn nyat (1) dapat dilakukan
terhadap Surat Keputusan atau Surat Ketetapan sebagai berilout ©

SKPDKB,

SKPDKBT.

SKPDLB;

SRPDN;

STPD;

Sural Ketetapan Pemberian Pengurangan BFHTH;

Surat Ketetapan Pembetulan;

Surat Ketetapan Keberatan,

Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

Surat Keputusan Pengurangan sanksi administratif;

Sural Keputusan Penghapusan sanks: admirustratif;

Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau

m. Sural Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pembettlan scbagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan dalam

Surat Keputusan Pembetulan,

Delam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajb Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk menindaklanjutd permohonan tersebut dengan melaloikan
penelition terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayet (4), Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta dats, informass,

dan/atau keierangan vang diperlukan,

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wafib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (4], Kepala Doerah atay Pejubat vang

ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulen sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Surnt Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

berisi keputusan berugn ;

a. Mengabullkan permohonn Waib Pajak dengun membetulkan kesalhan
alau kekeliruan yang dapat berupa menumbahkan, mengurangkan,
atauy menghupuskan jumlsh Pajuk yung teratang, maupun sanksi
administrtil berupa bungs, denda, dan kenaikan Pajak; atiu

b.Membatalkun STPD stau membatalkan hasil Pemerksaan maudpun
keretspan Pajak yanp dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tatn cara yang ditentukan, dan

e. Menolak permohonan Wajib Pajak.

PR om e on e
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4 Pasal 44

Pembetdlan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi pembetulan

atns kesalohan atau kekeliruan yung bersifat manusiawi yang tidak

mengandung persenghetaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu

a.  Kesalahan rulia, antnrn lain kesalahan penulisan nomor objek pajak,
nama Wanh Pajpk, alomat Wajih Pajak, alamat objek pajak nomor
surat keputusan atan surat ketetapan, las tanah, luas bangunan,
tabun pajak, dan/atau anggal mtub tempo pern bayaran;

b, Kesulahan hitung, wnter min kesalahan penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan/atau pembsgian suaiu bilangan, dan/atag

¢ Kekeliruan penerapan kelentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan BPHTB, antara lain kekelirunn dalam penerapan tarif,
kekeliruan  penerapan  persentase Nilai Junl Kena Pajnk [(NJEP,
kekelruan penernpan NJOFTEP, kekeliruan penerapan NPOFTEP,
kekeliruan pengenaan BPHTH, dan kekeliruan penerapan  sanksi
administratil

Pasal 45

(1] Permohonan pembetulan hanva dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau
kuasanya secara perseorangan.
(2} Permohopan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
d. Setnp permohonan hanya dapat dmjukan untuk 1 (satu] surar
keputusan atau - sural ketetapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43,
b. Diajukan secara lertulis dalam Bahasa Indonesis disertal alasan
yang mendukung permohonannya;
c. Diajukan kepada Bapenda; dan
d. Surat permohonan ditandatangam oleh wajb pajak, dan dalam hal
surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus
dilampir dengan Surat Kussa dari wajib pajak.

(3] Tanggal Penertmaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses
surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 adalab
a. Tanggal terima sural Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara
langsung clel Wajib Pajak pada petuges Bapendn; dan/atau
b, Tangeal stempel pos tercatst, dalam hal surat permohonan
disampaikan melalui pos tercatat,

Pasal 46

(1} Permohonan pembetulan  yang tdak memenuhi  persvarutan
sebagmimana dimalesud dolam Pasal 45 ayat (1) atau ayat (2), dlanggsp
bukan sebagai surat permohanan sehinggn tidak dipertimbangkan,

(4} Dalam hal permohonan  pembetulan  tidak  dipertimbangkan
sebaguimana dimyksud pada syat (1], pejabat harus memberitahukan
secara tertulis kepadn Wajib Pajak atau kuasanya k

t’m
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Pasm| 47

[1] Pejabat harus memberi keputusan ates permohonan pembetulan
scbogaimana dimaksud dalam Pesal 45 dalam jangks wakw paling
lama 6 [enam| bulan sejak tanggal sural permohonan pembetulan
diterima

(21 Keputusan sebagoimana dimaksud  pads wyat (1) dapat berupa
menambahkan, mengurangkan atau menghapuskan BPHTE yvang
terutang, atau sanksi administratilf, memperbaikn  kesalahan  dan
kekeliruan lninnya, atau menelak permohanan Wajib Pajak.

(3 Apabila jangka waktu sebagnimana dimaksud peda ayat (1) telah
terlampaul, tetapi  pejabat  tidek  memberl  suatu keputusan,
permobonan pembetulan dinnggap diknbulken, dan pejabat wajib
menerhitknn surat keputusan pembetulan sesual dengan permohonan
Wajib Pajak paling lama 1 [satu] bulan lerhitung sejak berakhirnya
rangka wakiu 6 {enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat [1).

’ Pasal 48

Dalam hal vdak ada permohonan oleh Wajlb Pajak tetapi diketahui oleb
peiabat  telah  terjad| kesalahan tubls, kesalahon hitung, dan/atay
kekeliruan penerapan ketentuan lertentu dalom peraturan perundang-
undangan Pajak dan Retribusi Dacrah atas surat keputusan atay surat
keictapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yang diterbitkannya,
pejabat dimaksud harus menerbitkan surat keputusan untuk membetulkan
kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 49

Apabila keputusan sebagaimana dimaksod dalem Pasal 47 atau Pasal 48
masih terdapat kesaluhan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangen Pajak
din Retribusi Daersh, pejabat dapat melakuknn pembetulan lagi, baik
secara jabatun maupun atas permohonan Wajib Pajak sepenjang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Bagian Kedelapan
Penagihan Pajak
Pasal 50

|1} Utang Pajak scbagaimana tercantum dalam STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan merupakan dasar
Penagihan Pajak.

(4 Atas dasar Penuglhun Pajak sebagaimans dimaksud pada ayst (1) yang
befum jutuh tempo pembayaran utau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(31 Dalam hal dasar Penagitan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
tidak dilunasi seteluh jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan Penagihan Pajak  sesuni dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangiun mengenal perpajakan F
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Pasal 51

Dalam rangks melalksnnakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayal (3} Kepaln Daerah berwenang menunjuk Pejabat untuk
melakaunaknn Penngihan,
Pejabat sebagaimans dimaksud pads syat (1] berwenang :
o, Mengangkat don memberhentikan Jurusita Pajak;
b. Menerbitkan
1. Surnf Teguran;
Sural Perintah Penagihan Sekotika dan Sekaligus;
Surat Paksa,
Surut perintaly melnksanalan penyitaan,
Surat perintah penvanderaan,
Surat pencaliutan situ,
Pengumuman lelang
Surat penentudn harga limit;
9, Pembatalan lelang; dan
10.8ural lain yang diperhukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

Jurusits Pajsk melaksanskan Penagihan Pajak  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lid &5

= O

Pasal 52

Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(3) diawali dengan penerhitan Surat Teguran.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayit (1) mencantumban
batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

Datarm  hal batas waktu schagaimanas dimaksud pada ayar (2)
terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap
Penanggung Pajak diterbitican Surat Paksa.

Khusus untuk Penanggung Pajak vang telah disetujul unwk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak vang
diangsur atay din'nda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
Dalam hal kewajil'an pembayaran Utang Paak scbagaimana dimaksud
pada ayat (4] belum dilakuksn setelah melewati jatuh tempo,
diterbithan Surat Paksa tanpa didabulal Surat Teguran.

Surut Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat [3) diberitahukan atay
disampuikan oleh Jurusita Pajalk kepada Penanggurg Pajak.

Dalam hal Penanggung: Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah
melewat] janghka waktu 2 = 24 (dua kall dua puluh empat] jam sejak
Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6],
diterbithan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Dalam hal Utang Pajak dan/atsu binys Penagihan Pajak tdak dilunast
seielah  dilaksanakan penvitaan  berdasarkan  surst  perintah
melaksanakan penyitnnn sebagaimuna dimalsud pada ayal (7), Peabat
sehagaimana  dimaksud dalam  Pasal 51 wsyat (2} berwenany
melaksanekan penjunlan secara lelang melatul kantor lelang terhadap
buwrang yang disita.

Penjuslon secarn lelang dilaksanakan paling cepat setelah janghs
waktu 14 fempat belas) harl terhitury sejik pengumuman lelang,

%
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(10} Pengumumas  lelang  sebagaimand  dimaksud  pada  ayat  (9),
dilaksanakan paling cepit setelah lewal janghka walktu 14 (empat belas)
haard terhitung sejay dilulcukan penyltaan.

(11) Hasll lelang dipergunakan terlebdh dahulu untuk membayar bayva
Penagihan Pfajuk dan sisanya untuk membeyar Utang Pajek yang
belum dilayar,

Patial 53

Jurusita  Pagak  melaksanakan  Peoagihan  Seketiks  dan Sekaligus

berdasarkan surai penntah Penaghoan Sekotika dan Sckaligus apabila

n. Penanggung  Pojak akan menmgealkan  Indonesin  untuk  selama-
lamanva atau berniat untik it

b Penanggung Pajak memindahtanganian barang yang dimiliki atau
yang dikuasan dalam rangka menghentikan sty mengecilkan kegiatan
usahanya atau pekerjaan vang dilabukannya di Indonesia;

e, Terdapat tanda-tanda bahws Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanys, menggabungkon usshanyn, amu memekarkan
usahanya, atal memindahtangankan perusahsan yang dimiliki atau
dikuasainys, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e, Tenad peayitaan atas barung Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan,

Pasal 54

(1] Dalam rangkaian proses pelaksanasn Penagihan, terdapat Penanggung
Pajak yang tdak menunjukan itikad baik melunas: Utang Pajak dan
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat
dilakukan pencegah dan/arau penyanderaan.

(2] Pencegahan dan/atau penyanderasn terhadap Penanggung Pajuk tdak
mengakibatken hapusnya Utang Pajak atau terhentinyn pelaksanaan
Penagihan Pajak.

(3] Pencegahan dan/atau penyandoraan sebagaimana dimeksud pada avat
(1) dan avat {2} dilakukan sesusi dengan peraturan perundang-
undangan

Hagian Kesembilan
Keberatan dan Banding
Pasal 55

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk terhudap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN
dan/atau pemotongan atsd Pemungutan oleh pihak ketiga.

2]  Keberatan sebagaimuna dimaksud pads syat (1) disjukan secars
tertulis dalum babasy Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak
vang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atou dipungut,
berdasarkan penghimingan Wajib Pajuk, dengan disertal alasan yang
jelas dan melampirkan
a. Fotakopl SSPD BPHTE,

b. Asli SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB, SKPDN;
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¢, Fotolopl akta/risaleh lelang/surat keputusan pemberian hak baru/
putusan heldm, dan

d. Folokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat lmin Mengemudi
(SIM)/ Paspor/ Karty Keluarga (KK)/Tdentitas lun.

(3] Pengajuan keberatan sebagaimann dimaksud pada ayat (1) hirus
diajukan dalum jrngha waktu paling lama 3 itign) bulan sejak tanggal
sitrat atatl tanggal Pemunguinn sebagaimana dimakeud pada ayat [1),
kecuall fikn Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi knrenn keadaan knhar

4] Keadnan kahar sebagaimani dunaksud pada ayat (3) meliputi -

h. Bencana alam;

b. Kebakaran;

¢. Kerusuhan massal atau huru-hara;

d. Wabah penyalkit; dan/atau

¢. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Dagrah,

5] Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak
terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKFDN, atau
pemotongan atal) Pemungutan oleh pihale ketiga paling sedikit
sejumlah yang teleh disetujui Waiib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyoratan sebagaimans dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggnp sebugai
surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

{7} Tanda pengiriman sural keberatan melalul penginmen tercafal aiau
melalui medin lainnys, atau tanda penerimann surat keberatan yang
diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjulc kepada
Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

[B) Atas pengajuan  kebermtan wajib  pajak, pejabat  melakukan
pemeriksasn sederhana vang hasilnyva dituangkan dalam Benta Acam
Hasil Pemeriksaan,

(9 Dalam hal Wajib Pajak mengajulkean keberatan, jangka waktu
pelunasan atas fumlah Pajak vang belum dibayar pada sast pengajuan
keberatan tertangguh sampai dengan 1 {sat) bulan sejak tanggal
penerhitan Surat Keputusan Keberatan,

{10] Jumlash Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (B) tidak termasuk
sebagai Utang Pojak scbagaimana dimeksud dalam Pasal 35,

Pasal 56

1] Kepals Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan
keputusan atas  keberatan  yang  diajukan  oleh  Wajlb  Pajak
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)

(4 Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Daerah atau Pejabsit yang ditunjuk dapat melakukan Pemenksaan.

{3) Keputusan Kepala Daerah otau Pejabat vang ditunjuk sebagaimans
dimudesud pada ayat (1) ditetnphan dalam jangkn waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surnt keberntan diterima sebagaimina
dimadcsud dalam Pasal 55 ayat (7).

(4] Keputusan Kepala Dasrah atau Pejabat vang ditunjuk atas keberatan
dapat berupa |

e
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m. Menerima selurihnys dalem hal Pajak terutang berdasarkan hasll
penelitian samn dengan Pajak yang terutang menurut Wijlh Pajak;

b. Menerima sebaginn dalam hal Pajak terutang berdasardean basil
penchtian schaginn sama dengen Pank yong terutang menurut
Waph Pagak;

c. Menolak dalam hal Pajak terivinng bordasarkan hasil penelitian
sama dengan Pajnk yang terulang dalam surat keputusan |
ketetapan vang dinjukan keberatan oleh Wajib Pajak; ati

d. Menmmbah besarnyn jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutnng berdpsarkan hasil penelitiun lebah besar dari Pajak yang
terutang  dalam  sursl  Reputusan/ketetnpan  yang  disjukan
keberatan oleh Wajib Pojalk.

{5 Apabila dalam jangim wokti schogaimana dimaksud pada ayat (3] Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidek membon suatu Keputusan,

keberatan yang dinjukan tersebut dianggap ditermn / diksbulkan.

Pasal 57

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanys kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

id)] Permohonan banding scbagaimans dimaksud pada ayat (1] dmjukan
secara terfulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangha waktu 3 (tiga) bulan sejuk keputusan diterima, dilampiri
salinan dar surat keputusan keberatan tersebut,

i3} Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampal dengan | (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan
banding.

Pasal 58

{1} Dalem hal pengajusn keberatan Pajek atau permohonan banding
dikabulkan schagian ateu scluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikari dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% [nol
koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak vang lebih dibavar
untuk jungka wakm paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta
bagien dari bulan dihitung penuh | {satu) bulan,

(2] Imbalan bungn sebagaimana dimaksud pada ayat (I] dihitung sejak
bulan pefunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan atmu SKPDLB,

13 Dalam hal keberatan Waib Pujak ditolak atny diknbulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenni sanksi sdministratil berupn denda sebesar 50%
(lima pulub persen| dari jumlab Pajak berdusarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajok yang telah  dibayar sebelum

mengijukan keberntan.
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratil sehagrimana dimaksud pada ayat [3) tdak dikenakan.
Dalam hal permchonan banding ditolak atau dikebulkan sebagian,
Wijih Pajak dikenai sanksi administratil berupa denda sebesar 100%
jseratus persen) darl jumlah pajnk berdasarkan putusan banding
dikurangl dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajikan kebermtan.

Pranl 59

Qurat keputusan keberatnn atau putusan banding yeng menyebablan
jumiah pajak yang harus dibayar bertambah  merupakan  dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka woktu paling lama |
jsatu) bulan seiak tangpal diterbithan.

Psiak vang lerutung berdesarkan surat keputusan pembetulsn, surarc
keputusan keberatan, atau putusan banding yeng tdak ateu kurang
dibayar oieh Wajib Pajak pada waktunyn dapat ditagih dengan surat paksa.

Bagian Kesepuluh
Gugatan Pajak
Pasal 60

Ciugatan Wajib Paak atau Penanggung Pagak terhadap ;

=

Pelaksansan Surat Paksa, sural perintah melaksanakan penyitasn,
atau pengumuman lelang;

Eeputusan pencegahan dalam rangks Penagihan Pajak;

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 89 ayat (1) don Pasal 90; dan
Penerbitan surat ketetapan pajak atau Suret Keputusan Keberatan
vang dalam penerbitannya bdak sesus dengan prosedur ateu tata car
vang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hanya dapat
diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 61
Pengajuan gugatan dilaksanakan sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan,
Bagian Kesebelas
Pemberian Imbalan Bunga
Pusal 62

Imbalnn bunga diberloen kepoda wajib pujuk dalam hal terdapat :
n. Kelebthan pembayaran BPHTB karens pengajusn  keberatan atau

permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnys; dan/atan

. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB,

»
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Panal 3

Imbalan  bungs atas kelebihun  pembayarin BPHTE  aebagaimana
dimaksud dalum Paanl 62 hurdl s, dihitung sebesar 06% [nol koma
enam pernen) sthulan uniuk paling lama 34 [dus pulub empat| bulan
sejnk tanggsl pembaynran yang menyehahlan lkelebihan pembavaran
BPHTH sampal dengan diterbitkannys Keputusan EKeberatan atau
Putusan Banding, dengan diusar perhitungan imbalan bunganya adalih
jumlah  kelehihan  pemboviarsn  APHTH scbagian atau  seluruhnys
sebaguimana hasil Keputusan Keberatan atai Pulusan Banding
imbalan bungn atas Keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 62 huruf b, dihftung sebesar 0,6% (nol koma enam perseni
sebulan dengan masa imbalan bunga mulei dari berakhirnyn jangka
waktu 2 (dua) bulan scjnk diferbitkannya SKPDLB sampal dengan
diterbitkannys Surnt Perintah Membayar Kelebihan BPHTE (SPMEK
BPHTR|, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalab jumlah
kelebihan pembayaran BPHTE.

Masa imbalan bunga dilitung berdasarkan satuan bulan dan kureng
dari 1 (satu) bulan dihitung | {satu) bulan penuh.

imbalan bunga scbagaimana dimaksud pada ayet (1} dan ayat (2}
diperhitungksn defigan utang pajak

Bagian Kedua Belas
Pembayarnn Kembali Kelebihan Pembayaran dan
Imbalan Bunga
Pasal 64

Kelebihan pembayaran BPHTB terjadi apahila

uw. BPHTE vang dibayar ternyata lehih besar darl yang seharusnva
terutang; dan

b. Dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak scharusnya terutang,

Keputusan terhadap kelebihan pembayaran BPHTB dituangkan dalsm

bentuk SKPDLB.

Pasul 63

Untuk memperoleh pengembalion kelebihan pembayaran BFHTB,
Wajib Pajak mengajukan permohonan secara terfulls dalam Bahasa
Indopesia yang jelas kepada Bapenda.

Tands peoerimaan surat permohonan yang diberikan oleh pejabat yang
ditunjuk untuk fu atay andi pengiriman surat pormohonan melabul
pon tercatal, menjadi tanda buktl penerimasn surat permohonan
sebagairmans dimaksud pada ayat (1),

Paual 66

Kelebihan pembayuran BPHTB diperhitungkan terlebih dahuly dengan
ULANE pajak

Kelebihan pembayaran HFHTE dikembalikan dalam jangka waktu 2
(dua) bulsn sepak :

I

o




4. Diterbitkannyn SKPDLA hasil pemeriksaan pejabat; atay

b. Diterimanys permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran
BPHTE sehitbungan cdengan  surat  keputusan  lain yang
menyebablon timbulnys kelebihan pembayaran APHTB.

Paanl &T

Pengemballan  kelebihan  pembovaran  dan  pemberian  imbalan  bunga
dijalankan menurut mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), dengan terlebih dahulu disnggarkon dalam Anggaran Belamja
twhun betjalan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daernh (APBD| apabila SKPDLB terbit sebelum penyusunan perubahan
APBD dan disnggarkan dalam Anggarsn Belanja tahun benkulnya apabila
SKPDLB terbit setelab penyusunan perubahan Anpparan Pendapatan dan
Belnnja Dacrah (AFBD) tahun yang bersanghkutan.

Bagian Ketiga Belas
Penghapusan Piutang Pajak dan
Penetapan Besarnyn Penghapusan Piutang
Pasal 68

(1) Bapenda melakukan inventarisasi terhadap piutang-plutang pajak
vang diperkirakan tidak dapat atap tidak mungkin ditagh lngl.

(2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah plutang pajak yang
tercantum dalam !

a. BKPDKB:

b. BKPDKBT;

. 8STPD; dan

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan
Putusan Banding

(3} Inventarisasi piutang pajek yang diperkirakan tdak dapar atpu tidak
mungkm ditagih lagl scbagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan
terhadap piutang pajek dari

& Wajib Pajak yang meninggsl dunis dengan tidak meninggalican harta
warisan dan tdak mempunyal ahli waris, atau ahli waris tidak dapaz
ditemukan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematinn dan
Surat Keterangan yang menyatakan bahwa wajib pgak yang
menmgeal dunia ferscbut tidak meninggalkan harta wansan dan
tidak mempunyai ahli waris, dar pejabat yang berwenang;

b, Wajib Pajak yang tidak mempunysi harta kekayann lagl, dibuktikan
dengan surat keterangan darl pejabat yang berwenang yang
menyatakan bahwa Wajib Pajak memang henar-benar sudah tidak
mempunyil hartn kekaysan lagi;

t. Wailb Pajuk yang hak penagihannya telah kedaluwarsa;

d. Wajib Pajak yang tdok dopat ditagih lagi karena sebab laimn,
misalmyas Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, dokumen tidak
lengknp atau tidak dapat ditelusun lag disebabkan keadasn yang
tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, rusak
diakibatkan cuaca atau hewan dan sebab luin sebagainya. F
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Untuk memastikan putang pajuk yang tidak dapat atau tidak mungkin
ditagh lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huraf b,
dilakukin penelitian setempal dan hasilnys dituangkisn dalam laporan
hasl] penelitian setempal

Proay] 65

%

Berdasarkan hosil mventarisast sebagaimana dimoksud dalam Pasal
68 myat (3], pejabat Bapenda menyusun daftar piutang pajak yung
diperkirakan tidak dapet atan tdak mungkin ditagih lagl untuk
dilaksanakan penelitian setempat dan/atan penelitian administrast
guna memastikan pluting sebagrimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(2) pajak vang nysta-mynta tidak dapat ditagih lagl,

Penelitian setempat dilakukan oleh Bapenda terhadap piutang pajak
vang tidak dapat amu tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana
dimaksud dalam Pasul 68 avat (3} huruf a dan hurufl b, berdasarkan
surat perintah penelitinon setempat yang diterbitkan oleh pejabat.
PFenelitin admimstrasi dilakuken terhadap putang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayvat (3) hurul ¢
Penelitian setempat atau penelician administrasi dilalookan terhadap
piutang pujak vang tidak mungkin dipat ditagh lagi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat 3] huruf d, dan untuk peneclitian
acternpatl harus dilakukan dengen surat periniah penelitian setempat
vang diterbitkan aleh Bapenda.

Pasal 70

Penelitan  admunistrasi sty penelitian  setempat  sebagaimana
dimaksud dalam Passl 69 eyat (3] dilakukan pada setiap wajib pajak,
settup tahun pajak, dan setiap jenis ketetapan.

Penelitian administrasi secara kolektif hanya dapat dilakukan terhadap
plutang pajak vang bener-benar telah kedaluwarss ateu dokumen
pendukungnyva tdak lengkap sebapaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat [3) hurul ¢ dan huraf d,

Pasal 71

Laporan hasil penclitian setempat dan laporan bhasil penelittan
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4] disampaikan kepada Bupati

laporan schagaimana dimakswl pada eyat (1) dijadikan  bahan
peayusunun Keputusan Bupath tentung Penghapusan Piutang Pajak.
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HARB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Dalam hal terjadi perubshan nomenklatur organisasi sebagai akibat
perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tingg, make
kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada
Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinys.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan
Bupati Katngsn Yyang mengatur tentang Petunjuk Pelaksansan
Pemungutan Bea Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebelumnya
dicabut dan dinyatakan tidek berlakn.,

Pasal 74
Peraturan Bupat] ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Maret 2024,

Agar setiap ormag mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingan.

Ditetapknn dlﬁ:sum ﬂl::@{‘
L BUBATLEATINGAN,




